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ABSTRAK 
Corporate Governance merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan 
sebagai mekanisme dalam perusahaan yang menyangkut proses, hubungan 
kelembagaan, dimana seluruh pihak yang terkait dapat menyuarakan dan 
memperjuangkan kepentingan, menengahi perbedaan-perbedaan serta 
menjalankan tugas dan kewajiban mereka didalam sebuah perusahaan. 
Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Good Corporate 
Governance terdapat satu prinsip yang memberikan perlakuan adil kepada 
para pemegang saham, yaitu “Prinsip Keadilan (Fairness)”. Prinsip ini 
menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak stakeholder 
yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundang-undangan yang berlaku. 
Diskriminasi diantara kedudukan pemegang saham minoritas dan pemegang 
saham mayoritas tidak jarang menyebabkan pertentangan kepentingan 
diantara keduanya. Pertentangan kepentingan ini seringkali membawa 
kedudukan pemegang saham minoritas dalam posisi yang lemah. Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas pada 
dasarnya telah mengatur mengenai apa saja yang menjadi hak-hak pemegang 
saham minoritas namun demikian dari hak-hak tersebut dapat dikatakan belum 
sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham 
minoritas, oleh karena itu dengan adanya kemunculan Good Corporate 
Governance diharapkan mampu untuk menjadi acuan bagi perusahaan untuk 
meningkatkan kinerja dan menjamin kesetaran diantara pemegang saham 
minoritas dan mayoritas sesuai dengan porsinya masing-masing. 
 
Kata Kunci : Good Corporate Governance, Prinsip Keadilan, Pemegang 
Saham Minoritas 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perseroan Terbatas adalah entitas bisnis 
yang penting dan banyak terdapat di dunia 
termasuk di Indonesia, dan merupakan badan 
hukum (legal entity) yang memiliki sifat dan 
ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha 
yang lain.
1
 Didalam melakukan kegiatan 
usahanya, Perseroan Terbatas dituntut untuk 
mempunyai dana yang cukup guna 
mengoperasionalkan kegiatannya. Dana dalam 
                                                          
1
 Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Penerapan 
Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-
hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Ed. 1, cet.2, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 1-
2 
Undang-Undang Perseroan Terbatas 
dinamakan sebagai “modal”. Perseroan dalam 
hal ini mendapatkan dana melalui saham-
saham.  
Maraknya berbagai jenis investasi yang 
ada pada saat ini, membuat investasi melalui 
porto folio saham banyak diminati oleh para 
investor yang memiliki keinginan 
mendapatkan keuntungan menjanjikan 
nantinya. Melalui porto folio saham ini dalam 
kenyataannya akan membentuk 2 (dua) 
komunitas pemegang saham, yaitu pemegang 
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saham mayoritas dan pemegang saham 
minoritas.
2
  
Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah 
mengatur tentang apa saja yang menjadi hak-
hak dari pemegang saham minoritas, namun 
demikan dari hak-hak tersebut belum 
sepenuhnya mencerminkan perlindungan 
hukum terhadap pemegang saham minoritas, 
karena aturan mengenai perlindungan hukum 
pemegang saham minoritas telah diatur dalam 
prinsip Good Corporate Governance masih 
sulit untuk sepenuhnya diterapkan. Didalam 
Good Corporate Governance (GCG) ini 
memuat prinsip-prinsip guna untuk 
meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai 
tambah bagi sebuah perusahaan. 
 Terdapat 4 (empat) prinsip dalam Good 
Corporate Governance (GCG), yaitu 
transaparansi (transparency), keadilan 
(fairness), akuntabilitas (accountability), dan 
tanggung jawab (responsibility). Didalam 
prinsip-prinsip ini yang mengatur tentang 
kesetaraan atau persamaan hak diantara 
pemegang saham minoritas dan pemegang 
saham mayoritas adalah prinsip keadilan 
(fairness).  
Direksi merupakan organ yang 
memegang peranan penting dalam 
menentukan maju atau mundurnya suatu 
perusahaan, karena yang menjadi salah satu 
sebab rentannya perusahaan-perusahaan di 
Indonesia terhadap gejolak perekonomian 
adalah lemahnya penerapan Good Corporate 
Governance. Dan yang menentukan 
keberhasilan dari konsep ini adalah direksi. 
Kepentingan antara pemegang saham 
mayoritas dengan pemegang saham minoritas 
dalam suatu perseroan terbatas seringkali 
bertentangan satu sama lain. Minority 
shareholders atau pemegang saham minoritas 
tidak jarang hanya dijadikan sebagai 
pelengkap dalam sebuah perusahaan.  
Berdasarkan keadaan diatas, maka 
ditemukan permasalahan mengenai bagaimana 
penerapan prinsip keadilan yang terdapat 
                                                          
2
http://Fikiwarobay.blogspot.com/2015/05/perlin
dungan-hukum-terhadap-pemegang-saham-minoritas, 6 
Juli 2014 
dalam Good Corporate Governace (GCG) 
terhadap pemenuhan hak- hak pemegang 
saham minoritas apabila terjadi pertentangan 
kepentingan antara pemegang saham 
mayoritas dan pemegang saham minoritas 
yang seringkali menempatkan pemegang 
saham minoritas pada posisi yang lemah, dan 
juga tentang bagaimana peran direksi dalam 
menerapkan prinsip keadilan GCG demi 
terpenuhinya hak-hak pemegang saham 
minoritas.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan 
yang terdapat Dalam Good Corporate 
Governance (GCG) apabila terjadi 
pertentangan kepentingan antara pemegang 
saham minoritas dan pemegang saham 
mayoritas ? 
2. Bagaimana peran Direksi dalam 
menerapkan prinsip keadilan Good 
Corporate Governace demi terpenuhinya 
hak-hak pemegang saham minoritas? 
 
II. PEMBAHASAN 
A. Penerapan Prinsip Keadilan Good 
Corporate Governance apabila Terjadi 
Pertentangan Kepentingan antara 
Pemegang Saham Minoritas terhadap 
Pemegang Saham Mayoritas 
Seringkali ditemui kepentingan antara 
pemegang saham minoritas dan pemegang 
saham mayoritas dalam suatu Perseroan 
Terbatas bertentangan satu dengan lainnya. 
Kedudukan pemegang saham minoritas 
terkadang hanya dijadikan sebagai sebuah 
pelengkap dalam sebuah perusahaan, dan 
apabila dilihat dari mekanisme sistem 
pengambilan keputusan, tentu saja kedudukan 
pemegang saham minorittas akan berada jauh 
dibawah dibandingkan dengan kedudukan 
pemegang saham mayoritas. Hal ini terjadi 
karena pengambilan keputusan yang dilakukan 
berdasarkan pada berapa besarnya persentase 
saham yang dimiliki oleh pihak masing-
masing. Dalam keadaan demikianlah peran 
prinsip keadilan yang terdapat dalam Good 
Corporate Governance sangat diperlukan 
guna menjamin terlindunginya hak-hak 
pemegang saham minoritas.  
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Keadilan atau biasa yang disebut dengan 
Fairness secara sederhana mengandung arti 
sebagai perlakuan yang adil dan kesetaraan 
didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang 
timbul akibat perjanjian dan peraturan 
perundangan yang berlaku. Namun tidak 
hanya itu, Fairness juga berati mencakup 
tentang adanya kejelasan hak-hak pemodal, 
sistem hukum dan penegakan peraturan guna 
melindungi hak-hak inverstor khususnya 
dalam hal ini adalah hak pemegang saham 
minoritas untuk terhindari dari bentuk-bentuk 
kecurangan yang ada. Banyak tindakan curang 
yang dapat saja dilakukan didalam perseroan 
oleh direksi yang dikontrol oleh pem- egang 
saham mayoritas. Bentuk kecurangan yang 
dimaksud bisa berupa insider trading 
(transaksi yang melibatkan informasi orang 
dalam), dilusi saham (nilai perusahaan 
berkurang), KKN, ataupun keputusan- 
keputusan yang sewaktu-waktu bisa 
menimbulkan kerugian seperti pembelian 
kembali saham yang telah dikeluarkan, 
penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau 
juga termasuk pengambil ahlian perusahaan 
lain.  
Kecurangan-kecurangan diatas bisa saja 
terjadi karena berasal dari adanya benturan 
atau pertentangan kepentingan antara 
manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) 
dengan pemegang saham, ataupun antara 
pemegang saham itu sendiri, yaitu pemegang 
saham minoritas dan pemegang saham 
mayoritas. Sebelum membahas tentang apa 
yang menjadi hak pemegang saham minoritas, 
perlu diketahui terlebih dahulu mengenai hak-
hak dasar dari pemegang saham pada 
umumnya yang harus dilindungi, yang dibagi 
menjadi 2(dua) golongan yaitu: 
1. Hak-hak yang berkaitan dengan 
kepemilikan perusahaan;dan 
2. Hak-hak yang diciptakan sebagai 
konsekuensi pemisahan fungsi pemegang 
saham dan dewan pengurus 
Melalui adanya Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 
memberdayakan pemegang saham minoritas 
untuk tidak diabaikan kepentingannya oleh 
pihak manapun termasuk dalam hal ini adalah 
pihak pemegang saham mayoritas. Munculnya 
perlindungan terhadap hak-hak pemegang 
saham minoritas ini berasal dari negara-negara 
yang menganut sistem common law, dan 
kemudian diadopsi oleh Undang-Undang 
Perseroan Terbatas, diantaranya: 
1. Perlindungan hukum menurut hak 
perorangan (Personal Right) 
Personal Right adalah hak 
perseorangan yang dimiliki oleh pemegang 
saham sebagai subjek hukum yang dapat 
digunakan untuk melakukan gugatan 
terhadap kelalaian ataupun kesalahan 
direksi dan dewan komisaris yang 
merugikan pemegang saham. Hak 
perseorangan dalam hal ini dilindungi oleh 
hukum. Hak perseorangan (persoonlijk) 
adalah relatif.
3
 Sifat perseorangan dalam 
hukum perjanjian menimbulkan gejala-
gejala hukum sebagai akibat hubungan 
hukum antara persoon dengan persoon 
lainnya.
4
 Dan hal ini diatur dalam Pasal 61 
Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang 
Perseroan Terbatas yang isinya: 
(1) Setiap pemegang saham berhak 
mengajukan gugatan terhadap Perseroan 
ke pengadilan negeri apabila dirugikan 
karena tindakan perseorangan yang 
dianggap tidak adil dan tanpa alasan 
yang wajar sebagai akibat keputusan 
RUPS, Direksi, dan/atau Dewan 
Komisaris. 
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat 1(satu) diajukan ke pengadilan 
negeri yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan perseroan.
5
  
2. Perlindungan hukum melalui 
appraisal right 
Yang dimaksud dengan appraisal 
right yaitu hak pemegang saham agar 
sahamnya dapat dinilai dengan wajar 
apabila pemegang saham tidak setuju 
dengan tindakan perseroan. Demikian hal 
ini diatur dalam Pasal 62 Ayat 1(satu) dan 2 
                                                          
3
 Sutan Remy, Kredit Sindikasi: Proses 
Pembentukan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Midas Surya 
Grafindo), hlm.39. 
4
 Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, 
(Jakarta: Pradnya Pratama, 1986), hlm.10 
5
 Undang-Undang Perseroan Terbatas ,Op.cit.Ps 
61 Ayat 1 dan Ayat 2  
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 
Edisi 1, Volume 3, Tahun 2015 
 
(dua) Undang-Undang Perseroan Terbatas 
sebagai berikut: 
(1) Setiap pemegang saham berhak meminta 
kepada Perseroan agar sahamnya dibeli 
dengan harga yang wajar apabila yang 
bersangkutan tidak menyetujui tindakan 
Perseroan yang merugikan pemegang 
saham atau Perseroan berupa: 
a. Perubahan anggaran dasar; 
b. Pengahlian atau penjamin kekayaan 
Perseroan yang mempunyai nilai 
lebih dan 50%(lima puluh persen) 
kekayaan bersih Perseroan;dan 
c. Penggabungan, Peleburan, 
Pengambilahlian atau Pemisahan. 
(2) Dalam hal saham yang diminta untuk 
dibeli sebagaimana dimaksud pada Ayat 
1(satu) melebihi batas ketentuan 
pembelian kembali saham oleh 
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 Ayat 1 (satu) huruf b, Perseroan 
wajib mengusaha agar sisa saham dibeli 
oleh pihak ketiga.
6
 
3. Perlindungan hukum melalui pre-
emptive right 
Pre-emptive right yaitu kewajiban 
dari perseroan terbatas untuk menawarkan 
terlebih dahulu kepada seluruh pemegang 
saham yang ada dalam Perseroan Terbatas, 
dalam setiap penerbitan saham baru 
Perseroan Terbatas dengan tujuan 
peningkatan modal Perseroan Terbatas, hak 
untuk mengambil bagian saham baru 
tersebut besarnya harus sama dan seimbang 
dengan bagian kepemilikan saham masing-
masing pemegang saham dalam Perseroan 
Terbatas.
7
 Dan mengenai hal ini telah 
diatur dalam ketentuan Pasal 43 Ayat 
1(satu) Undang-Undang Perseroan Terbatas 
yang menyatakan: 
Seluruh saham yang dikeluarkan untuk 
penambahan modal harus terlebih 
dahulu ditawarkan kepada setiap 
pemegang saham seimbang dengan 
                                                          
6
 Undang-Undang Perseroan Terbatas ,Op.cit.Ps. 
62 Ayat 1 dan Ayat 2 
7
 Gunawan Widjaja, Hak individu &Kolektif 
Para Pemegang Saham ( Jakarta: Forum Sahabat,2008), 
hlm.11 
pemilikan saham untuk klasifikasi 
saham yang sama.
8
  
4. Perlindungan hukum melalui 
derivative right 
Derivative right mengandung arti 
tentang hak yang diberikan kepada seorang 
atau lebih pemegang saham untuk 
bertindak, untuk dan atas nama perseroan 
melakukan tindakan hukum dalam bentuk 
pengajuan suatu gugatan terhadap anggota 
direksi perseroan yang telah melakukan 
pelanggaran terhadap fiduciary duties-nya.
9
 
Mengenai hal ini telah diatur dalam Pasal 
97 Ayat 6 (enam) Undang-Undang 
Perseroan Terbatas yang menyatakan 
bahwa: 
Atas nama perseroan, pemegang saham 
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu 
gian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara dapat mengajukan gugatan-
gugatan melalui pengadilan negeri 
terhadap anggota direksi yang karena 
kesalahannya atau kelalaiannya 
menimbulkan kerugian pada perseroan.
10
 
Dan juga Pasal 114 Ayat 6 (enam) 
Undang-Undang Perseroan Terbatas 
menyatakan: 
Atas nama perseroan, pemegang saham 
yang mewakili paling sedikit 1/10(satu 
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara dapat 
menggugat anggota dewan komisaris 
yang karena kesalahan atau kelalaiannya 
menimbulkan kerugian pada perseroan 
ke pengadilan negeri.
11
  
5. Perlindungan hukum melalui 
enquetercht (hak angket) 
Enquetercht adalah hak yang dimiliki 
oleh pemegang saham untuk dapat 
mengajukan permohonan pemeriksaan 
kepada perseroan yang diduga melakukan 
tindakan kecurangan. Hal ini diatur dalam 
                                                          
 
8
 Undang-Undang Perseroan Terbatas,op.cit, 
Ps.43 Ayat 1 
 
9
 Gunawan Widjaya, Resiko Hukum sebagai 
Direksi, Komisaris & Pemilik PT (Jakarta: Forum 
Sahabat,2008), hlm.66 
10
 Undang-Undang Perseroan 
Terbatas,op.cit,Ps.97 Ayat 6 
11
 Ibid,Ps.114 Ayat 6 
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ketentuan Pasal 138 Ayat 3(tiga) Undang-
Undang Perseroan Terbatas yang 
menyatakan bahwa: 
(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat 
dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatan data atau keterangan dalam 
hal terdapat dugaan bahwa:  
a. Perseroan melakukan perbuatan 
melawan hukum yang merugikan 
pemegang saham atau pihak 
ketiga;atau 
b. Anggota Direksi atau Dewan 
Komisaris melakukan perbuatan 
melawan hukum yang merugikan 
Perseroan atau pemegang saham 
pihak ketiga. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1(satu) dilakukan dengan 
mengajukan permohonan secara tertulis 
beserta alasannya ke pengadilan negeri 
yang daerah hukummnya meliputi 
tempat kedudukan Perseroan. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam pada ayat 2(dua) dapat diajukan 
oleh: 
a. 1(satu) pemegang saham atau lebih 
yang mewakili paling sedikit 
1/10(satu persepuluh) bagian dan 
jumlah seluruh saham dengan hak 
suara; 
b. pihak lain yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar Perseroan atau 
perjanjian dengan Perseroan diberi 
wewenang untuk mengajukan 
permohonan pemeriksaan;atau 
c. kejaksaaan untuk kepentingan 
umum.
12
  
B. Peran Direksi dalam Menerapkan 
Prinsip Keadilan Good Corporate 
Governance demi terpenuhinya Hak-hak 
Pemegang Saham Minoritas. 
Perseroan dalam melakukan kegiatannya 
tidak mungkin dapat bertindak sendiri untuk 
melakukan kehendaknya, oleh karena itu 
diperlukannya orang-orang yang mempunyai 
kehendak dan dianggap mampu untuk 
menjalankan maksud dan tujuan dari 
                                                          
12
 Ibid,Ps.138 Ayat 3 
perseroan itu sendiri. Orang-orang seperti 
inilah yang didalam Undang-Undang 
Perseroan Terbatas disebut dengan istilah 
organ perseroan, dan masing-masing organ 
perseroan ini tentu saja memiliki tugas dan 
wewenang yang berbeda-beda dalam rangka 
melakukan pengelolaan serta pengurusan 
perseroan, dan direksi adalah organ perseroan 
yang bertanggung jawab penuh atas 
pengurusan perseroan dan untuk kepentingan 
dan tujuan perseroan, tidak hanya itu, direksi 
juga mewakili perseroan baik di dalam 
ataupun luar pengadilan sebagaimana sesuai 
dengan ketentuan anggaran dasar.  
Direksi sebagai suatu organ perseroan 
dianggap sebagai pemegang kunci utama 
keberhasilan atas penerapan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance (GCG). Apabila 
dihubungkan dengan tugas dan tanggung 
jawab direksi sebagai suatu organ perseroan 
untuk menerapkan prinsip GCG, direksi 
tidaklah secara sendiri dalam hal 
pertanggungjawabannya kepada perseroan, 
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas, direksi 
merupakan suatu organ yang didalamnya 
terdiri dari satu atau lebih anggota yang 
dikenal dengan sebutan direktur.  
Perlu diketahui sebelumnya, tanggung 
jawab direksi secara umum berdasarkan Pasal 
97 Ayat 1,2,dan 3 Undang-Undang Perseroan 
Terbatas adalah sebagai berikut: 
(1) Bertanggung jawab atas pengurusan 
perseroan untuk kepentingan perseroan dan 
sesuai dengan maksud dan tujuan 
perseroan. 
(2) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad 
baik dan penuh tanggung jawab 
menjalankan tugas untuk kepentingan dan 
usaha perseroan. 
(3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab 
penuh secara pribadi atas kerugian 
perseroan apabila yang bersangkutan 
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 2(dua).  
Dari ketentuan Pasal 97 Undang-Undang 
Perseroan Terbatas diatas, dapat diketahui 
dengan jelas bahwa direksi sebagai organ 
perseroan dalam menjalankan tugas 
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kepengurusannya wajib untuk memperhatikan 
kepentingan perseroan, dan juga tidak lupa 
untuk memperhatikan mengenai hal yang 
menjadi larangan serta batasan yang diberikan 
oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan 
anggaran dasar.  
1. Tanggung Jawab Direksi berkaitan 
dengan diterapkannya Prinsip 
Keadilan Good Corporate Governance 
Prinsip keadilan adalah suatu prinsip 
yang memberikan perlakuan yang sama 
atau setara terhadap para pemegang saham. 
Yang dimaksud dengan memberikan 
perlakuan yang sama dalam hal ini seperti 
memberikan informasi yang benar dan 
akurat tentang kinerja perusahaan, tentu 
saja dalam pemberitahuan informasi ini 
tidak terdapat pengecualian, melainkan 
semua pemegang saham berhak untuk 
mengetahui informasi ini, dan termasuk 
didalamnya tentang perlakuan yang adil 
dan adanya perlindungan hukum bagi 
pemegang saham minoritas yang dilakukan 
oleh direksi.  
Didalam mengoperasionalkan tugas 
dan fungsinya agar berjalan dengan baik 
dan sejalan dengan prinsip keadilan, direksi 
seharusnya senantiasa : 
a. Bertindak dengan itikad baik; 
b. Senantiasa memperhatikan kepentingan 
perseroan dan bukan kepentingan dari 
pemegang saham semata-mata; 
c. Kepengurusan perseroan harus 
dilakukan dengan baik, sesuai dengan 
tugas dan kewenangan yang diberikan 
kepadannya, dengan tingkat kecermatan 
yang wajar, dengan ketentuan bahwa 
direksi tidak diperkenankan untuk 
memperluas ataupun mempersempit 
ruang lingkup geraknya. 
d. Tidak diperkenankan untuk melakukan 
tindakan yang bisa menimbulkan 
pertentangan kepentingan antar peseroan 
dengan direksi. 
2. Sanksi Hukum Bagi Direksi apabila 
Tidak Menerapkan Good Corporate 
Governance 
Dalam Pasal 97 Undang-Undang 
Perseroan Terbatas telah diketahu bahwa 
direksi mempunyai fudiciary duty terhadap 
perseroan. Dan apabila direksi melanggar 
fiduciary duty ini, baik itu secara disengaja 
ataupun karena kelalaian, maka pemegang 
saham bisa untuk mewakili perseroan 
menggugat direksi, dan hasil dari gugatan 
tersebut akan dimiliki oleh perseroan, 
bukan menjadi milik pemegang saham. 
Gugatan yang mengatas namakan perseroan 
dari pemegang saham ini dikenal dengan 
nama gugatan derivative.  
Menurut Munir Fuady yang 
dimaksud denga gugatan derivative yaitu : 
Suatu gugatan perdata yang diajukan 
oleh satu atau lebih pemegang saham 
yang bertindak untuk dan atas nama 
perseroan (jadi bukan untuk 
kepentingann pribadi pemegang saham), 
gugatan mana diajukan terhadap pihak 
lain misalnya direksi karena telah 
melakukan tindakan yang merugikan 
perseroan, sungguhpun untuk 
kepentingan procedural, pihak perseroan 
kadang-kadang menjadi pihak tergugat. 
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Hak untuk mengajukan gugatan yang 
dimiliki oleh pemegang saham ini telah 
diatur dalam ketentuan Pasal 61 Undang-
Undang Perseroan Terbatas yang 
menyatakan bahwa” Setiap pemegang 
saham berhak mengajukan gugatan 
terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri 
apabila dirugikan karena tindakan 
perseroan yang dianggap tidak adil dan 
tanpa alasan wajar sebagai akibat 
keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan 
Komisaris”. Selain itu, isi dari Pasal ini 
juga menjelaskan bahwa dasar 
dilakukannya gugatan adalah memuat 
tentang pemintaan terhadap perseroan 
untuk menghentikan perbuatan yang 
merugikan ini dan segera bertindak agar 
dapat menyelesaikan dampak yang timbul 
ataupun guna mencegah tindakan serupa 
yang akan terulang dikemudian hari.  
Gugatan derivative dapat diajukan 
oleh seorang atau lebih pemegang saham, 
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mereka bertindak untuk dan atas nama 
perseroan dengan melalui tindakan hukum 
yaitu mengajukan gugatan terhadap 
anggota direksi perseroan yang dianggap 
telah melakukan pelanggaran terhadap 
fiduciary duti nya.  
Didalam Undang-Undang Perseroan 
Terbatas telah ditegaskan mengenai prinsip 
gugatan derivative ini hingga batas-batas 
tertentu. Agar dapat mengajukan 
gugatan,pemegang saham penggugat harus 
mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah. Namun tidak semua gugatan 
yang diajukan oleh pemegang saham untuk 
dan atas nama perseroan dapat dianggap 
sebagai gugatan derivative. Diperlukan 
beberapa syarat untuk mengajukan gugatan 
ini, yaitu: 
1. Pemegang saham tidak tidak berhak 
mengajukan gugatan derivative,apabila 
yang digugat merupakan tindakan atau 
perbuatan anggota direksi yang dapat 
disahkan oleh RUPS berdasarkan 
persetujuan sederhana. 
2. Walaupun tindakan atau perbuatan yang 
dilakukan oleh anggota direksi tersebut 
tidak dapat disahkan oleh RUPS, 
gugatan derivative akan berhasil apabila 
anggota direksi yang melakukan 
pelanggaran fiduciary duty tersebut 
merupakan anggota direksi yang 
dominan dan memgang kendali dalam 
perseroan, dan dalam keadaan tertentu 
disetujui oleh sebagian besar pemegang 
saham independen.  
Gugatan derivative adalah bentuk 
penyelesaian yang paling penting apabila 
pemegang saham minoritas yang dirugikan 
ingin meminta pertanggung jawaban dari 
direksi, karyawan, ataupun pemegang 
saham mayoritas atas kesalahan dalam 
mengelola pengurusan perseroan, 
pengalihan harta kekayaan perseroan, dan 
juga tindakan yang mengandung unsur 
manipulasi yang dapat merugikan 
perseroan. 
  
III. PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah penulis merumuskan permasalah 
diatas, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Pertentangan kepentingan adalah 
perselisihan hak antara pemegang saham 
minoritas terhadap pemegang saham 
mayoritas, dimana kedudukan pemegang 
saham minoritas tidak jarang mengalami 
tindakan curang dalam perseroan. 
Kemudian implementasi dari prinsip 
keadilan untuk melindungi pemegang 
saham minoritas adalah: Perlindungan 
hukum menurut hak perorangan (personal 
right), Perlindungan hukum melalui 
appraisal right, perlindungan hukum 
melalui pre-emptive right, Perlindungan 
hukum melalui derivative right, dan 
perlindungan hukum melalui enquetercht 
(hak angket). 
2. Peran Direksi sebagai suatu organ 
perseroan dianggap sebagai pemegang 
kunci utama keberhasilan atas penerapan 
prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance (GCG). Maka keberhasilan 
Direksi untuk menerapkan prinsip keadilan 
ini menyangkut tentang bagaimana 
tanggung jawab direksi dalam menjalankan 
tugasnya agar berjalan sesuai dengan 
prinsip keadilan. Dan adapun sanksi hukum 
yang diberikan apabila direksi tidak 
menerapkan prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance dan juga tidak 
melaksanakan tanggung jawabnya dengan 
baik, yaitu berdasarkan Undang-Undang 
Perseroan Terbatas direksi dapat digugat 
secara derivative yang dilakukan oleh 
pemegang saham yang mengatasnamakan 
perseroan.
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